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ABSTRAK
Nama Penyusun : Fadhilah Mughnisari
NIM : 10200110082
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI
Skripsi ini membahas tentang “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan
Wakaf UMI”. Di Indonesia mulai populer ketika para ekonom syariah
memandang wakaf uang berpotensi menguatkan ekonomi umat. Wakaf tunai
merupakan produk baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga
dalam pengelolaananya pada Yayasan Wakaf UMI belum dapat direlisasikan
secara maksimal dikarenakan beberapa kendala. Diantaranya belum adanya
kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan yang khusus
wakaf tunai sehingga belum menyentuk aspek ekonomi yang lebih produktif.
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan wakaf tunai
yang dilaksanakan di Yayasan Wakaf UMI dan Apakah pengelolaan wakaf tunai
pada Yayasan Wakaf UMI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004
Penelitian ini berlokasi di Yayasan Wakaf UMI. Peneliti dalam
membahas permasalahan, melakukan pengumpulan data di lapangan dengan
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu berupa
lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki
karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli dan tidak diubah
serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
kebanarannya.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpuanan dana wakaf tunai
di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis
mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana
akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama
penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah
mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi
mahasiswa di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan.
Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI Pengelolaan wakaf tunai di
Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum
sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tesebut dikarenakan adanya beberapa
kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan




A. Latar Belakang Masalah
Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang
solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari
sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat,
yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti
wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1
Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era
kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba.
Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas
tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah saw. Rasulullah saw
mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para
sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesian pembangunan
masjid tersebut. 2
Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi,
perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum
adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.
Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak
1Lihat Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Wakaf Tunai
Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat
(Jakarta: 2006), h. 31.
2Lihat Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 99.
2bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir
zaman.
Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan
sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat
ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan
kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki
variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui
pemberdayaan usaha kecil dan menengah.3
Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu
wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan
dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna
memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran
tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak
meninggalkan unsur syariah.4
Wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.5
Wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau
wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya
digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.
3 Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat. h. 100.
4 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam
(Jakarta: CIBER-PKTI-UI), h. 94.
5 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai (Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  2006), h. 1.
3Uang pada awalnya  hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang uang sudah
menjadi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai Bank dan money changer.
Oleh karena itu, uang mulai sama kedudukannya dengan benda lainnya. Adanya
transaksi keuangan tersebut, sebenarnya akan menjadikan uang tersebut
produktif. 6
Gerakan wakaf tunai (cash waqf) di zaman modern ini banyak
mendapatkan perhatian dari para cendikiawan dan ulama. Di Indonesia para
ekonom syariah memandang wakaf tunai berpotensi menguatkan ekonomi umat.
Urgensi dalam pengembangannya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan
perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu
benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang.7
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 48, disebutkan bahwa
wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga
Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Peraturan tersebut
sepertinya memberikan arahan kepada kita bahwa kelak pengelolaan
wakaf tunai lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah,
meskipun peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya lembaga
selain Lembaga Keuangan Syari’ah dipercaya oleh wakif untuk mengelola
wakaf tunai.8
Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank
Syari’ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang
menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat,
6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Tanya Jawab Wakaf Uang (Jakarta: Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11.
7 Lihat Mukhlis Supri, “Wakaf Uang Kuatkan Ekonomi Umat,” Fajar, 26 Juli 2013.
8 Departemen Agama. Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: 2006). h. 14.
4meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu), Dompet Dhuafa Republika
meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat
(PKPU) juga meluncurkan wakaf uang.
Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai
lembaga amil zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini
juga melakukan pengelolaan wakaf tunai. Fenomena yang terjadi manfaat wakaf
tunai kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Dikarenakan beberapa
kendala yaitu:
1. Wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti
tanah dan bangunan sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf
dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak
berkurang.
2. Kendala utama pelaksanaan wakaf tunai yaitu kurangnya diseminasi
tentang wakaf tunai di kalangan masyarakat
3. Kurangnya jumlah nadzir yang profesional dan belum optimalnya
lembaga-lembaga pengelola wakaf (nadzir) dalam mengelola wakaf
yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu dalam
pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif.
Misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain sebagainya.
Oleh karena itu diperlukan, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan
luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.
5Yayasan Wakaf UMI (YWUMI) adalah salah satu contoh yamg
pengelolaan wakafnya sudah sangat berkembang dan maju. Yayasan Wakaf UMI
adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang
berlandaskan pada prinsip Islam. Sebenarnya Yayasan Wakaf UMI sudah
mengelola wakaf tunai sejak Tahun 1984, akan tetapi baru ada ketetapan Undang-
Undang yang membahas khusus tentang wakaf tunai. Hal ini dilakukan sebagai
salah satu upaya untuk memajukan pendidikan yang berada di bawah naungannya.
Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang
dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar. Terutama penambahan
lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa .
Beberapa paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah
penelitian tentang mekanisme pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI
dan mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesesuaian dengan
konsep peraturan perundangan perwakafan tentang wakaf tunai sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Wakaf
UMI?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI sudah
sesuaikah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?
6C. Definisi Operasional
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang
sebenarnya dan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari judul
skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf UMI”
maka penulis akan memberikan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap
perlu untuk dipahami
Wakaf Tunai
Wakaf secara etimologis mempunyai satu makna, yaitu  keadaan berdiam
dalam suatu kurun waktu. Namun, dari makna ini, ditarik lagi beberapa makna
lainnya.9 Uang adalah alat pembayaran yang sah dibuat dari emas, perak, dsb
yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.
“Wakaf tunai” adalah suatu konsep penggalangan dana masyarakat guna
mendanai kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan yang dikelola oleh lembaga
keuangan maupun bukan lembaga keuangan.
D. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah bahwa skripsi atau masalah-
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini telah ditunjang oleh beberapa
literatur. Diantara beberapa karya ilmiah yang khususnya skripsi yang mengkaji
tentang wakaf tunai antara lain antara lain:
1. “Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga
Pendidikan (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang
9 Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya. Mu’jam Maqayis Lughah, Juz 6, (Cairo:
Darul Fikri) h. 135.
7Malang”10, dari Maisyaroh yang berisi tentang manajemen pengelolaan
dana wakaf tunai yang khusus dialokasikan untuk pengembangan lembaga
pendidikan yaitu untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-
Rohman yang terletak di Dau malang.
2. “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Badan Wakaf
Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)”11,
dari M. Usman Effendi yang berisi tentang kinerja dan mekanisme Nazir
(BWU/T DIY dalam aspek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf
tunai dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.
Di antara referensi buku yang khusus mengkaji tentang wakaf tunai sudah
ada dan bisa didapatkan beberapa buku di perpustkaan, diantaranya:
1. Suhrawardi K. Lubis, dkk., dalam bukunya Wakaf dan Pemberdayaan
Umat. Buku ini ditulis oleh oleh para pakar yang sudah ahli dalam bidang
nya. Menawarkan suatu gagasan, ide, dan pemikiran yang sangat
gamblang dan brilian tentang perwakafan di Indonesia dengan berbagai
dimensinya dalam pemberdayaan umat agar bisa menyentuh kepentingan
sosial ekonominya.
2. Direktorat Pemberdayaan wakaf, dalam bukunya Pengembangan
Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Buku ini membahas hal-hal pokok yang
10Maisyaroh, “Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga
Pendidikan (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang” Skripsi (Malang: Fak.
Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010)
11M. Usman Effendi, “Studi Pendayagunaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf
Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)” Skripsi (Yogyakarta: Fak.
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
8perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat, organisasi-organisasi
Islam, dan para nazhir yang mengelola wakaf.
3. Direktorat Pemberdayaan wakaf, dalam bukunya Pedoman Pengelolaan
Wakaf Tunai. Buku ini memuat substansi yang perlu disosialisasikan
kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam yang mengelola wakaf
atau memiliki kepentingan terhadap wakaf khususnya wakaf tunai.
4. M.A. Mannan, dalam bukunya Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi
Instrumen Keuangan Islam. Buku ini memberikan suatu gambaran tentang
peran penting wakaf, Sertifikat Wakaf Tunai dalam pengembangan
ekonomi. Buku ini sangat aplikatif karena didasarkan pada hasil riset dan
kajian yang mendalam oleh sang penulis serta berdasarkan pengalaman
langsung dari Social Investment Bank Ltd. (SIBL), Dhaka, Bangladesh,
sehingga mudah diterapkan karena muatan contohnya sangat kuat.
5. Azyumardi Azra, dalam bukunya Benderma untuk semua; Wacana dan
Praktik Filontropi Islam. Buku ini membahas wacana dan praktik
filontropi Islam di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Inilah
buku yang menekankan pembaruan konsep filontropi dalam Islam agar
tercapai konsep keadilan. (Filantropi Islam berarti kedermawaan dalam
islam, sedangkan berderma artinya beramal shaleh)
6. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam bukunya Paradigma Baru Wakaf
di Indonesia. Dengan adanya buku ini dapat merubah paradigma lama
menjadi paradigma baru wakaf untuk meningkatkan peran sosial wakaf di
tanah air kita.
97. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam bukunya Strategi Pengembangan
Wakaf Tunai di Indonesia. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat
mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru wakaf, dari konsumtif
menjadi produktif untuk meningkatkan peran sosial wakaf di tanah air kita.
8. Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia dan
bekerjasama dengan Bank Indonesia dan didukung oleh Departemen
Agama RI, dalam bukunya Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam
(Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat. Buku
ini merupakan kumpulan makalah dalam seminar “Wakaf Tunai-Inovasi
Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat” yang bertujuan untuk merubah pemahaman wakaf
dari mewakafkan barang yang tak bergerak menjadi wakaf tunai. Wakaf
tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan
perekonomian umat.
9. Departemen Agama, dalam bukunya Peraturan Perundangan
Perwakafan.. Buku ini membahas konsep pemberdayaan wakaf secara
umum antara lain mengurai tentang pemahaman yang komprehensif dan
pola manajemen modern pemberdayaan potensi wakaf yang ada.
10. Mukhlisin Muzarie, dalam bukunya Hukum Perwakafan dan Implikasinya
terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok
Modern Gontor). Buku ini merupakan sebuah penelitian yang
mengungkap aspek maslahat dalam hukum perwakafan sesuai dengan
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maqasidh al-syari’ah dan implemantasinya di Pondok Modern Darussalam
Gontor.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :
1. Mengetahui strategi pengelolaan dana wakaf tunai yang dilaksanakan di
Yayasan Wakaf UMI.
2. Mengetahui kesesuaian pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI
dengan Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Bagi Tempat penelitian.
Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui tentang pengelolaan dana
wakaf tunai, problematika atau permasalahan secara umum yang dihadapi
oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf dalam pengelolaan wakaf
uang/tunai serta langkah-langkah yang ditempuh khususnya yang ada di
Yayasan Wakaf UMI.
2. Bagi Mahasiswa
Manajemen harta wakaf secara teoritis maupun praktis, memerlukan
pengkajian yang serius dari kalangan akademis untuk memperoleh pijakan
teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana wakaf tunai,
problematika yang terjadi di lapangan serta langkah-langkah yang
ditempuh untuk mengatasi berbagai problematika dalam manajemen dana
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wakaf tunai. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Lembaga Institusi Pendidikan.
Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan atau
pembelajaran dalam pelaksanaan pengelola wakaf tunai yang efektif dan
efisien. Sehingga selanjutnya manajemen dana wakaf tunai yang
diterapkan oleh lembaga pendidikan.
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab
terkait antara satu dengan yang lainnya, dan merupakan suatu kesatuan utuh.
Kelima bab tersebut akan menguraikan hal-ha sebagai berikut, yaitu:
Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah dan
pokok masalah dalam penelitian ini, kemudian definisi operasional untuk
mengetahui pengertian judul yang secara khusus dimaksud oleh penulis.
Dilanjutkan dengan kajian pustaka untuk mengetahui penelitian yang pernah
dilakukan terdahulu yang didalamnya terfokus pada pembahasan wakaf tunai dan
referensi buku-buku yang mengkaji wakaf tunai dan seberapa jauh penelitian yang
telah dilakukan terhadapnya serta  tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dengan
diadakannya penelitian ini.
Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan secara umum mengenai wakaf
tunai dan konsep pengelolaannya. Teori mengenai wakaf tunai dan pengelolaanya
ini diletakkan dalam bab kedua, sebab sebelum mengetahui pengelolaan wakaf
tunai di lapangan, sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang pengertian dasar
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wakaf tunai dan pengelolaanya. Bab ini memaparkan tentang pengertian wakaf
tunai, sejarah lahirnya wakaf tunai, dasar hukum yang melandasi wakaf tunai,
rukun dan syarat wakaf tunai, serta strategi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.
Bab ketiga menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan,
meliputi lokasi penelitian, waktu, jenis dan pendekatan penelitian, serta metode
pengumpulan dan analisis data.
Bab keempat mengemukakan tentang hasil penelitian yang membahas
tentang gambaran umum tempat penelitian yang menghimpun, mengelola, dan
mendistribusikan wakaf tunai. Data yang diambil sebagai sample penelitian, yaitu
Yayasan Wakaf UMI. Di dalamnya diulas mengenai pengelolaan dana wakaf
tunai dan pemanfaatan dananya. Serta interpretasi kesesuaian pengelolaan wakaf
tunai di Yayasan Wakaf UMI dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Bab kelima merupakan bagian penutup, yaitu bab ini menjelaskan
mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian
ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk penelitian-




A. Pengertian Wakaf Tunai
Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, sedangkan wakaf benda
bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, meliputi uang,
logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak
sewa.
Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf
Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.1
Bank Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah
penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan
dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun
menghilangkan jumlah pokoknya.2
Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa
wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya
pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28
1 Lihat Kementrian Agama Republik Indonesia. Tanya Jawab Wakaf Uang (Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11.
2 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai (Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  2006), h. 23.
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang
wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan
syariah yang ditunjuk oleh Menteri.3
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai
adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya
dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai
dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.
B. Sejarah Wakaf Tunai
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat
menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak
bergerak, tapi juga benda bergerak misalnya wakaf tunai. Tahun 1187 M/572 H,
dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni,
Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang
dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun
lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran
bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha dan para
keturunannnya.4
Memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama,
dinati Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan
misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaanya. Dinasti
Ayyubiyah juga menjdikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai
3Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, h. 23-24
4Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, h. 10.
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modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Syi’ah yang dibawa
dinasti sebelumnya, dinasti Fathimiyah.
Salahuddin Al-ayyby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk
kegiatan pendidikan, sperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan
madrasah mazhab Asy-Syafi’i, madrasah mazhab Maliki, dan mazhab hanfi
dengan dana melalui model meakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti
pembangunan madrasah mazhab Syafi’i dan kuburan Imam Syafi’i dengan cara
mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
Mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-
ayyubi boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin Asy-Syhaid mewakafkan
harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu.
Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta negara
hukum boleh. Argumentasi kebolehannya ialah untuk memelihara dan menjaga
kekayaan negara.5
Sejarahnya wakaf tunai telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriyah.
Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama
terkemuka dan peletakan dasar tadwin al-hadist telah menetapkan fatwa itu.
Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di
berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai
bemda yang meskipun terjadi silang pendapat diantara pakar fiqih dapat
diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan, Abdul Manan, sudah
membolehkan adanya wakaf tunai dengan istilah cash waqf.
5Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolaan wakaf tunai. h. 10.
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Dewasa ini, uang sudah bergeser fungsi, pada awalnya ia hanya berfungsi
sebagai alat tukar, sekarang ia sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di
berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama
kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.
C. Landasan Hukum Wakaf Tunai
Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang
selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun
dalil-dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun
secara kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf. Di dalam al-Quran banyak
ayat yang menganjurkan agar seseorang muslim membelanjakan sebagian harta
dengan menggunakan kata “infaq”, sedangkan dalam hadis sering ditemui kata
“habs”, dan kedua istilah tersebut para ulama menyamakan dengan kata “wakaf”.
Disebutkan dalam Ensiklopedia Islam bahwa secara khusus tidak
ditemukan nash al-Qur’an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar
hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak
ditemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menganjurkan orang yang beriman
mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk kegiatan
yang produktif bagi masyarakat. Di anatara nash al-Quran dan hadis yang dapat
dijadikan sumber hukum wakaf ialah:6
6Abdul Azis Dahlan, Ensklopedia Islam (Jil. VI; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),
h. 1906.
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a. Dasar Hukum dari al-Quran
Al-Baqarah: 2/261
 ﱢﻞُﻛ ْﻲِﻓ َﻞِﺑﺎَﻨَﺳ َﻊْﺒَﺳ ْﺖَﺘَﺒ ْـﻧَأ ٍﺔﱠﺒَﺣ ِﻞَﺜَﻤَﻛ ِﷲا ِﻞْﻴِﺒَﺳ ْﻲِﻓ ْﻢُﻬَﻟاَﻮْﻣَأ َنْﻮُﻘِﻔْﻨُـﻳ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ُﻞَﺜَﻣ َﻠُـﺒْﻨُﺳ ٍﺔ ٍﺔﱠﺒَﺣ َُﺔﺋﺎِﻣ
ﻢْﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُﷲاَو ُءﺎَﺸَﻳ ْﻦَﻤِﻟ ُﻒِﻋﺎَﻀُﻳ ُﷲاَو
Terjemahnya:
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah
Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.7
Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan
harta di Jalan Allah (fii sabilillah), dapat diartikan dengan nafkah wakaf yang
meliput belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit,
usaha penyelidikan ilmiah, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin,
anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan
kesejahteraan umum.
Ganjaran bagi orang yang berwakaf (waqif) di jalan Allah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji.
Ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah swt mengenai
perlipatangandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di
jalan-Nya dengan tujuan untuk mencapai keridhoaan-Nya dan bahwasanya
kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.
Perumpamaan ini mengandung isyarat bahwa pahala amal shaleh itu
dikembangkan oleh Allah bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan,
tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Ini merupakan
sebuah motivasi besar dari Allah bagi hambaNya untuk menginfakkan hartanya
di jalan Allah.




 َنْﻮﱡـﺒِﺤُﺗ ﺎ ﱠﻤِﻣ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﻲﱠﺘَﺣ ﱠﺮِﺒﻟا ُلﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ ٌﻢْﻴِﻠَﻋ ِﻪِﺑ َﷲا ﱠنَِﺈﻓ ٍءْﻲَﺷ ْﻦِﻣ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﺎَﻣَو
Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa
saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.8
Ayat ini menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang
sempurna adalah dengan menafkahkan sebagian harta yang dicintai.
Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan
keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai
bukan dari harta yang tidak dicintai. Dengan mewakafkan harta yang dicintai
akan tampak keseriusan  orang yang berwakaf (waqif), tetapi karena ingin
menggapai ridha Allah, waqif tidak akan merasa rugi melainkan mereasa untung
dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat.
b. Dasar Hukum dari Hadis
 َﻳ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣﺔَﺒْﻴَـﺘُـﻗَو بْﻮـﱡﻳَأ ﻦْﺑ ﻰَﻴْﺤ ْﺑا ﻰِﻨْﻌَـﻳ ُﻦ ِﻌَﺳ ْﻴ ٌﺪ ْﺑو ُﻦ ٌﺮْﺠُﺣﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ اﻮُﻟَﺎﻗ ﻞﻴِﻋﺎَﻤْﺳإ– ُﻦْﺑا َﻮُﻫ
 ﺮَﻔْﻌَﺟ َﻋ ﻪِْﻴﺑَأ ﻦﻋ ْﻦ َأ ِﺑﻰﻟا َلْﻮُﺳَر ﱠنأ ةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﻪﱠﻠ َﺻ ﱠﻠ ﻰ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻪﱠﻠﻟا َلَﺎﻗ ُنﺎَﺴْﻧِﻹا َتﺎَﻣ اذإ
 َﺔﺛﻼَﺛ ﻦﻣ ّﻻإ ُﻪُﻠَﻤَﻋ ُﻪْﻨَﻋ َﻊَﻄَﻘْـﻧا:ﻪﻟﻮُﻋْﺪَﻳ ﺢِﻟﺎَﺻ ﺪَﻟَو ْوأ ﻪﺑ ﻊَﻔﺘﻨﻳ ﻢْﻠِﻋ ْوأ َﺔِﻳرﺎَﺟ ﺔَﻗَﺪَﺻ9
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak
Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali
tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang
mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).
 َا ﺮَﻤُﻋ َبﺎَﺻأ لَﺎﻗ ﺮَﻤُﻋ ﻦْﺑا ْﻦَﻋ ْﻴَﻠَﻋ ﻪﱠﻠﻟا ﻰّﻠﺻ ﻰََﺗَﺎﻓ ﺮَﺒْﻴَﺨِﺑ ﺎًﺿْر ﻢّﻠﺳ و ﻪ ُﻩُﺮِﻣْﺎَﺘْﺴَﻳ َﺎﻳ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ
 ُﺮُﻣَْﺎﺗ ﺎَﻤَﻓ ُﻪْﻨِﻣ ىِﺪْﻨِﻋ ُﺲَﻔْـَﻧا َﻮُﻫ ﱡﻂَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْﺐِﺻُأ ْﻢَﻟ ﺮَﺒْﻴَﺨِﺑ ﺎًﺿْرأ ُﺖْﺒَﺻَا ﻰﱟﻧإ ﻪّﻠﻟا لْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ِِﻪﺑ ﻰِﻧ:
 َﺒَﺣ َﺖْﺌِﺷ ْنإﺎَﻬِﺑ َقّﺪَﺼَﺗَو ﺎَﻬَﻠْﺻا َﺖْﺴ ُﻋ ﺎَﻬِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ َلَﺎﻗ َﻤ َﺮ َأّﻪﻧ َﻻ ُعﺎَﺒُـﻳ ُعﺎَﺘْﺒُـﻳ َﻻَو ﺎَﻬُﻠْﺻَا َﻻَو
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 62.
9Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, Sahih Muslim Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), h.
70.
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 ُﺐَﻫْﻮُـﻳ َﻻَو ُثَرْﻮُـﻳ ِﻓ ﺮَﻤُﻋ َقﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ َلَﺎﻗ . ِءاَﺮَﻘُﻔﻟا ﻰ ِﻓَو ِﻓَو ﻰَﺑﺮُﻘﻟا ﻰ ِبﺎَﻗﱢﺮﻟا ﻰ ِﻓَو ِﻪّﻠﻟا ﻞْﻴِﺒَﺳ ﻰ ْﺑاو ِﻦ
 ِﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا َو ِﻒْﻴِﻌَﻀﻟا َﻻ َﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻠ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ َﻞَْﻛﺆُـﻳ ْنأ ﺎَﻬَـِﻴﻟَو ْﻦَﻣ ﻰ َﺮ ْـﻴَﻏ ﺎًﻘْـﻳِﺪَﺻ َﻢِﻌُْﻄﻳ وأ ِفْوُﺮْﻌَﻤﻟِﺎﺑ
.ِﻪْﻴِﻓ ٍلﱢﻮَﻤَﺘُﻣ10
Artinya:
Dari Ibnu ‘Umar ra., berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh
sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah
saw. untuk meminta petunjuk. ‘Umar berkata: “Hai Rasulullah saw, saya
mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah memperoleh
harta yang lebih bagus dari pada ini, maka apakah yang Engkau
perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda: “bila engkau suka,
engkau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).”
Kemudian ‘Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual,
tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: ‘Umar
menyedekahkannya (hasil pengelolahan tanah) kepada orang-orang fakir,
kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
dilarang bagi yang mengelola wakaf dari hasilnya dengan cara yang baik
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud
menumpuk harta”.
Wakaf dikategorikan sebagai sedekah jariyah. Karena wakaf memiliki
sifat yang produktif yang substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola,
sementara hasil atau manfaatnya dapat digunakan sepanjang zaman. Sehingga
tidaklah habis harta wakaf tersebut. Begitupula dengan wakaf tunai. Wakaf tunai
merupakan wakaf benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi.
c. Ahli Fiqih11
Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam
Al-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata
uang yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan
10Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, Sahih Muslim. h. 1255.
11Eko Nur cahyo, “Wakaf uang Dalam perspektif Fiqih dan Pengembangan
Perekonomian Umat,” Ijtihad 7, no. 2 (2012), h. 58.
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menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian
menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.12
Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham  dengan
alasan sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil al-u’rfi, karena sudah banyak
dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang
ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama
dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). berdasarkan atas dasar
Argument  mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn
Mas’ud ra:
 ُﻣ) ٌﺊﱢﻴَﺳ ِﷲا َﺪْﻨِﻋ َﻮُﻬَـﻓ ًﺄﱢﻴَﺳ اْوََأر ﺎَﻣَو ٌﻦَﺴَﺣ ِﷲا َﺪْﻨِﻋ َﻮُﻬَـﻓ ﺎًﻨَﺴَﺣ َنْﻮُﻤِﻠْﺴُﻤﻟا ىََأر ﺎَﻣ ْﺴ َﻨ َأ ﺪ ْﺣ َﻤ ٌﺪ ْﺑا ُﻦ َﺣ ْﻨ َﺒ ِﻞ ِﻛ , َﺘ ٌبﺎ
 ُﻣ ْﺴ ِﻨ ٌﺪ ُﻤﻟا َﻜ ﱢﺜ ِﺮ ْﻳ َﻦ ِﻣ َﻦ ﱠﺼﻟا َﺤ َﺑﺎ ِﺔ َﺑ , ُبﺎ ُﻤﻟا ْﺴ ِﻨ َﻋ ﺪ ْﺒ ُﺪ ِﷲا ْﺑا ُﻦ َﻣ ْﺴ ُﻌ ْﻮ ٌد,13
Artinya:
“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan
Allah adalah baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin
maka dalam pandangan Allah adalah buruk” (Disandarkan oleh Ibnu
Hanbal, buku yang banyak disandarkan oleh para sahabat, bab yang
disandarkan kepada ‘Abdullah bin Mas’ud)
Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi,
ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau
mubada’ah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Imam
Hanafi juga mengatakan untuk diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan
yang benefit atau didepositokan di perbankan syari’ah, dan keuntungannya dapat
disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud
12Abu As-Su’ud Muhammad, Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud (Beirut; Dar Ibn-Hazm,
1997), h. 20-21.
13 Ahmad Bin Hanbal, Al-musnad Juz I, (Kairo: Dar el Hadis, 2005), 505.
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saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan
menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.
Imam Syafi’i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqih ternyata
tidak membolehkan wakaf tunai. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu
wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Padahal yang dimaksud wakaf dalam
mazhab Syafi’i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap. Jadi kata
kunci wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa
harus kehilangan (habis) bendanya. Dalam fiqih terdapat gagasan mengenai wakaf
mu’aqqat (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Akan tetapi, sebagian ulama
mazhab Syafi’i ada yang membolehkan wakaf tunai.
Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat Mulazamat
(kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik
Allah/umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan
secara mu’abbad (untuk selamanya); ia boleh dilakukan dengan tenggang waktu
tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang
disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf
uang, maka diperbolehkan seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya
1 triliyun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang satu triliyun
tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan sistem
syaria’ah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga pendidikan yang berperan
sebagai nadzir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito-
mudharabah di bank-bank yang menggunakan sistem syari’ah. Suatu gagasan
cerdas dari Imam Malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang
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waktu yang disepakatai selesai. Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada
nadzir mengenai tenggang waktu deposito uang di bank sistem syari’ah. Gagasan
ini pada dasrnya sama dengan gagasan wakaf tunai.
Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah, seperti dikemukakan Abu Zahrah,
membolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran
mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas (mu’aqqat)
seperti satu tahun, dua tahun atau lima tahun. Dengan membolehkan wakaf untuk
jangka waktu yang terbatas ini, maka persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-
benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk
uang dan makanan boleh diwakafkan.
Wahbah menjelaskan bahwa ulama Malikiyah tidak membolehkan wakaf
makanan dan uang. Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip madzhab malik
yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk beramal
wakaf. Menurut mereka amal wakaf boleh untuk jangka waktu terbatas. Ulama
Malikiyah juga memandang bahwa wakaf sama dengan sedekah, persyaratan
pokoknya bahwa benda atau manfaat yang diwakafkan merupakan milik penuh
pewakaf.14
Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan
adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual belikan) dan
yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al manfaat) serta
tidak punah wujudnya ketika digunakan. (baqa al-‘ain). Dengan batasan ini,
benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak dapat
14 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami waadillatuhu. (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), h.
187.
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bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak seperti hewan, senjata
dan perlengkapan perang. Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa benda-benda
yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti uang dirham,
uang dinar, makanan, minuman, lilin, parfum dan lain-lainnya tidak boleh
diwakafkan.
Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf
tunai berkisar pada wujud uang, Persolan ini timbul karena uang banyak beredar
di masyarakat dan fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar
menukar yang musnah ketika digunakan, tidak memenuhi persyaratan wakaf,
tetapi apabila difungsikan sebagai standart nilai yang relatif dapat dipertahankan,
tentu memenuhi persyaratan wakaf. Karena uang dalam fungsinya yang terakhir
ini terbukti dapat disimpan, dipinjam dan dijual belikan.15
Selain itu apabila dianalisa maksud dari tujuan wakaf, salah satunya
adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.
Berdasarkan hal tersebut maka wakaf tunai memilki unsur manfaat, hanya saja
manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara
fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus
dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsipil adalah keabadian
manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.
Disamping itu tidak ada nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang
secara tegas melarang wakaf tunai, maka atas dasar maslahah mursalah wakaf
tunai dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi
15 Lihat Mukhlisin Muzrie. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan
masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Jakarta:2010) h. 202.
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kemaslahatan ummat. Selain maslahah mursalah wakaf uang juga disandarkan
pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa rasulullah bersabda
:  “Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”
D. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai
Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama rukun dan syarat
dengan wakaf pada umumnya. Adapun rukun wakaf tunai yaitu:
1. Al-waqif (orang yang melakukan perbuatan wakaf), hendaklah dalam
keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam
keadaan jiwanya tertekan.
2. Al-mauquf (harta benda yang diwakafkan) harus jelas wujud atau dzatnya
yang bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan
dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. Al-mauquf ‘alaih (sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat
wakaf) dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairy dan wakaf dzurry.
Wakaf khairy adalah wakaf,  yang wakifnya tidak membatasi sasaran
wakafnya pada pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum.
Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf dimana wakifnya membatasi
sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4. Sighah (akad/pernyataan wakaf) baik dengan lafadz, tulisan maupun
isyarat.16
Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing yaitu:
1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan
terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang. Sebab pernyataan
wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan
berwakaf.
3) Tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan
dengan terang kepada siapa diwakafkan
4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar.
Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah
dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.
16 Lihat Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Wakaf Tunai
Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat
(Jakarta: 2006), h. 93.
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E. Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Tunai di Indonesia
Keberadaan wakaf tunai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam bidang peraturan perundang-
undangan. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya masalah wakaf tunai dalam
bentuk undang-undang, yaitu dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006.17
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
pasal 28, bahwa untuk kasus wakaf tunai nadzir yang diberi wewenang untuk
mengelola adalah lembaga keuangan syariah yang ditujuk oleh menteri.
Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui lembaga
keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keuangan.18
Kedudukan wakaf tunai semakin jelas, dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak hanya dari segi fiqh (hukum islam), tetapi
juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya Undang-
Undang tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga
persoalan khilafiyah tentang wakaf tersebut telah selesai.
Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah
wakaf tunai disebutkan dalam empat pasal, (pasal 28, 29, 30, 31), bahkan wakaf
tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut
dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”.
17Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h. 119.
18Departemen Agama. Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: 2006). h. 14.
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F. Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia
Pengelolaan dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Adanya
pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah
dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut
terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberi Peran Perbankan Syari’ah
Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan Syariah dalam
pengelolaan wakaf tunai. Menurut Tim Penyeusun Makalah dari Biro Perbankan
Syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul: “Peranan Perbankan Syariah dalam
Wakaf Tunai”, yaitu:
a. Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima, Penyalur dan Pengelola Dana Wakaf
Bank Syariah dalam alternatif ini mendapat kewenangan penuh untuk
menjadi Nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Fungsi
bank Syariah dalam alternatif 1 ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan
SIBL di Bangladesh. Wakif yang menyetor dana wakaf ke bank Syariah akan
mendapat Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh bank Syariah, sehingga
tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil
pengelolaan tersebut, sepenuhnya ada pada bank Syariah.19
Keberadaan bank sebagai pengelola dana wakaf (Nazhir) merupakan
manifestasi dari fungsi keharusan bank Syari’ah yang mengelola 3 sektor
pelanggan/ekonomi, yaitu corporate, non-formal dan voluntary sector.
19Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia (Jakarta: 2006), h. 36.
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b. Bank syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf
Bank Syariah dalam alternatif ini hanya sebagai Nazhir penerima dan
penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain.
Misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dengan sendirinya tanggung
jawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga
pinjaman berada pada BWI ini.20
Pada alternatif ini, keunggulan yang dimiliki perbankan Syariah berupa
adanya jaringan kantor serta jaringan informasi dan peta distribusi digunakan
untuk menggalang dana wakaf maupun untuk menyalurkan hasil pengelolaan
dana wakaf kepada yang berhak menerima. Sedangkan kemampuan profesional
perbankan Syariah dalam mengelola dana, tidak digunakan.
c. Bank Syariah sebagai Pengelola (Fund Manager) Dana Wakaf Tunai
Alternatif ini keunggulan perbankan Syariah berupa kemampuan
profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab
pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada
pada lembaga perbankan Syariah. Sedangkan keunggulan lembaga perbankan
Syariah berupa jaringgan kantor, jaringan informasi serta peta distribusi, tidak
dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggalangan dana wakaf dan hasil
pengelolaan dana wakaf.21
20Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia. h. 40.
21Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia. h. 41.
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d. Bank Syariah sebagai Kustodi
Alternatif ini dilakukan jika bank Syariah tidak diberikan kesempatan
untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini
disebabkan karena pemerintah mendirikan BWI yang bertugas membina dan
mengawasi Nazhir. Dimana Nazhir memiliki wewenang penuh sebagai penerima,
pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf tunai, maka bank syariah masih
berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang
diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).22
Alternatif ini menunjukkan bahwa wakif selaku orang yang berwakaf
dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada
di bank Syariah tersebut dan akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai yang
diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank Syariah.
e. Bank Syariah sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia
Peran perbankan Syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Bank
Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh
Badan Wakaf Indonesia. Rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan
dipelihara oleh bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya
yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip
22 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia. h. 42.
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Syariah yang digunakan (Giro, Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah atau Tabungan
Mudharabah).23
Tanggung jawab terhadap wakif, pengelola dana dan penyaluran dana
akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu Badan
Wakaf yang akan berhubung dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin dana
wakaf agar tidak berkurang pokoknya.
2. Posisi LKS dalam Peraturan Perundang-Undangan
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bisa
menerima wakaf uang apabila sudah ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan
pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbanga dapat diberikan kepada LKS
penerima wakaf uang dengan persyaratan :
a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
d. Bergerak dibidang keuangan Syari’ah.
e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah).
Adapun tugas dari LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas :
a) Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS Penerima
Wakaf Tunai.
b) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Tunai.
c) Menerima secara tunai wakaf uang dari Waqif atas nama Nazhir.
d) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama
Nazhir yang ditunjuk Waqif.
e) Menerima pernyataan kehendak Waqif yang dituangkan secara tertulis
dalam formulir pernyataan kehendak Waqif.
f) Menerbitkan Sertifikat wakaf tunai serta menyerahkan sertifikat tersebut
kepada Waqif dan meyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang
ditunjuk oleh Waqif.
g) Mendaftarkan wakaf tunai kepada Menteri atas nama Nazhir.24
23 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia. h. 43.
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Jika calon wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf tunai
untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir,
Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf tunai kepada Wakif atau ahli
waris melalui LKS Penerima Wakaf Tunai.
3. Membentuk Lembaga Investasi Dana
Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah dengan
menkanisme investasi. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat
dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam dan tidak
mengandung riba. Lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat
menjalankan fungsi Nazhir. Akan tetapi masih banyak kontroversi yang terjadi.
Dan jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung volatile,
maka yang lebih tepat adalah bank khususnya bank Syariah.25
Bank Syariah dipercaya dalam membentuk lembaga investasi dana karena
bank syariah memliki kemampuan akses kepada calon wakif yang memiliki
kelebihan likuiditas, dimana saat ini  kelebihan likuiditas masyarakat disimpan di
bank. Bank juga memiliki kemampuan melakukan administrasi rekening
beneficiary, pendistribusian hasil investasi dana wakaf, serta yang terpenting
bank mempunyai kredibilitas di mata masyarakat.
4. Menjalin Kemitraaan Usaha
Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana
wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sektor
24 Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. h.
46.
25 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di
Indonesia. h. 47.
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usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik.
Salah satunya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking)
dengan beberapa perusahaan modal ventura. Selain bekerjasama dengan
perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf
tunai, bisa juga bekerjasama dengan:
a. Lembaga perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah sebagai pihak
yang memiliki dana pinjaman.
b. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa
keuangan
c. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan
ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang
ada.
d. Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan
tanah wakaf di Indonesia. Seperti Islamic Development Bank (IDB)
e. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan Build of Transfer
(BOT)
f. Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan
ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.26
Dengan menjalin kerjasama (networking) dengan perusahaan-perusahaan,
maka dengan sendirinya akan membangun hubungan bisnis yang lebih intensif
dan berkesinambungan anatara Lembaga Wakaf dengan beberapa perusahaan
sehingga memungkinkan terjaminnya perkembangan usaha bagi kedua belah
pihan dan dana wakaf tunai dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif
panjang dalam bentuk penyertaan.






A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Wakaf UMI yang bertempat di
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar, sedangkan waktu penelitiannya akan
dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 sampai 30 Desember 2013.
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah
diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Obyek penelitiannya yaitu, Yayasan Wakaf UMI dan bersifat kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dapat
memanfaatkan berbagai alamiah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan pada
pendekatan ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Dengan
demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi
gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah
pribadi, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi dan dokumen resmi
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lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisa data yang sangat
kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.1
C. Sumber Data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana
data dapat diperoleh. Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan
data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di
lapangan oleh peneliti. Data ini berasal dari pengambilan sample data di Yayasan
Wakaf UMI, baik berupa data tertulis maupun wawancara. Adapun yang termasuk
data tertulis dalam pelitian ini adalah dokumenter, berupa arsip-arsip seperti profil
Yayasan Wakaf UMI, laporan keuangan, data tentang aset wakaf tunai, data
jumlah wakif, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.
Serta data yang diambil dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap
relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah
orang-orang yang ada dalam struktur kepengurusan Yayasan Wakaf UMI.
2. Data Sekunder
Data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan
dengan pengelolaan wakaf uang/tunai, baik berupa buku–buku, makalah,
peraturan perundangan atau kebijakan–kebijakan pemerintah dan sebagainya,
yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.
1 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial lainnya. (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:2
1. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara
mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat yang
dinamakan interview guide (panduan wawancara), dimana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Bentuk wawancara ini
adalah dalam bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman
wawancara.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa
informan yang paling mengetahui tentang pengelolaan dana wakaf tunai dan
mekanisme kerja di Yayasan Wakaf UMI yaitu:
a. Bapak H. Abdul Halim, selaku Kepala Pusat Administrasi Umum
b. Bapak Prof. H. M. Jobhaar Bima, SE. M.Si, Ph.D, selaku Ketua Harian
c. Bapak Ir. H. Lambang Basri Said, MT., Ph. D, selaku Sekretaris
d. Bapak H. Rusjdin, SE., MM., Ph.D, selaku Direktur LAZ YW UMI dan Ketua
Bidang Usaha, Sosial, Pesantren & Kampus Islami
2 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial lainnya. (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 107-108.
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e. Bapak H. Amiruddin Barinong, SH, selaku Kepala Pusat Administrasi Aset
Yayasan Wakaf UMI
f. Mahasiswa / Mahasiswi Universitas Yayasan Wakaf UMI
2. Observasi
Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tidak terstruktur yaitu
observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian,
pada observasi ini, peneliti mengembangkan daya pengamatannya dalam
mengamati suatu objek. Yaitu dengan menguasai “ilmu” tentang objek secara
umum dari apa yang hendak diamati.3
3. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya.4 Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.
E. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya
digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang
analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau
3 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial lainnya. (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 116.
4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 186.
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kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis,
dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi
tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang
muncul. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Singkat Yayasan Wakaf UMI
Yayasan Wakaf UMI Makassar, merupakan salah satu wadah atau badan
yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian
pada masyarakat, usaha, kesehatan, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip
Islam, dengan tujuan utama untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai
kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.
Yayasan ini didirikan pada tanggal 08 Februari 1953, dengan nama
“Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia” dengan prioritas
utama mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam. Yayasan ini lahir
dari kegelisahan dan kehawatiran tokoh masyarakat, alim ulama dan pemerintah
di Sulawesi, melihat perkembangan masyarakat di daerah ini yang jauh tertinggal
dari berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan, pembinaan dan syiar Islam
dibanding di pulau Jawa. Untuk memberi kepastian hukum dengan keberadaan
yayasan tersebut, maka dibuatlah akte yayasan dihadapan notaris Rjchard
Claproth dengan nomor 28 tertanggal 09 Maret 1955 dengan nama “Yayasan
Wakaf Universitas Muslim Indonesia”. Yayasan Wakaf UMI telah memasuki
babak baru, dengan penyempurnaan organisasi yayasan yang dituangkan dalam
Perubahan Akte Yayasan Wakaf UMI pada tanggal 6 Juni 2005 Nomor 43 oleh
Notaris Abdul Muis, SH, MH. Yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang
No. 16 tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 serta disesuaikan
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dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan tugas dan fungsi pengurus yang
semakin kompleks, maka komposisi Pengurus Yayasan Wakaf UMI mengalami
perubahan berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf UMI Nomor
028/Pembina/YBW-UMI/A/I/2006 tanggal 12 Dzulhijjah 1426 H./12 Januari
2006 M., dengan komposisi pengurus yang terdiri dari ; Pembina, Pengurus dan
Pengawas.1
Kata wakaf yang melekat pada yayasan ini terus dipertahankan sampai
saat ini. Dengan maksud untuk memeberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa
yayasan ini bukan milik perorangan atau golongan, tetapi milik masyarakat,
karena wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf
merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi
baik secara moril, materil, waktu dan pikiran, pada hakekatnya menghadapkan diri
kepada Allah SWT. Jadi semua hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha
sendiri atau sumbangan atau hibah pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan
dan perkembangan Islam, sehingga masyarakat Islam punya kewajiban untuk
memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan
oleh para pendirinya.
Semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf UMI,
didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari
jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia
yang harusdipertanggungjawabkan, tidak saja kepada atasan melalui garis
hirarki organisasi tetapi juga kepada Allah SWT.
1 Universitas Muslim Indonesia, “Sejarah Singkat Yayasan Wakaf UMI”. Situs Resmi
UMI. http://www.umi.ac.id/sejarah-singkat-yayasan-wakaf-umi/ ( 5 Oktober 2013)
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2. Sifat, Asas, Tujuan, Visi dan Misi
a. Sifat Yayasan Wakaf UMI
Yayasan Wakaf UMI tidak menjadi milik orang, golongan orang, ataupun
perhimpunan atau gabungan perhimpunan, akan tetapi berdiri sebagai Badan
Kewajiban Umum di tengah-tengah masyarakat umum Islam.2
Ini artinya bahwa Yayasan Wakaf UMI didirikan dengan niat yang suci
dan tulus untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia
dan alam sekitarnya.
b. Asas dan Tujuan
Asas dan tujuan Yayasan Wakaf UMI ialah mulia dan suci mempertinggi
derajat dan syi’ar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam Ilmu
Pengetahuan dunia dan akhirat, dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti
yang luhur yang dikurniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada umat, guna
kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan Tanah Air, ditujukan kepada
kemuliaan nama Tuhan.
c. Visi
Menjadikan universitas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang
terkemuka, melahirkan manusia berilmu amalia, beramal ilmiah dan berakhlakul
karimah, terutama yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi. Kesenian dan budaya dalam rangka syiar Islam serta memperjuangkan
kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT
2 Universitas Muslim Indonesia, “Visi Misi Yayasan Wakaf UMI”, Situs Resmi UMI.
http://www.umi.ac.id/tentang-universitas-muslim-indonesia/visi-misi-universitas-muslim
indonesia/ (5 Oktober 2013).
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d. Misi
1. Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan
berakhlakul karimah yang adaptif, tranformatif dan inovatif.
2. Mengmbangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kesenian, dan Budaya
dalam rangka pembuktian dan pengejawantahan kebenaran Allah
SWT, dan pengembangan Syariat Islam.3
Berdasarkan visi dan misi Yayasan Wakaf UMI para penerima amanah
atau pengelola di Yayasan ini, telah berupaya semaksimal mungkin untuk
melaksanakan amanah dengan baik, sehingga yayasan ini tetap eksis, mapan dan
berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan. Hal ini
dibuktikan dalam mewujudkan visi dan misinya, yayasan ini telah merealisasikan
sebahagian dari apa yang telah dicita-citakan. Dengan berdirinya tiga pilar utama
aktifitas yaitu: (1) Pendidikan dan Dakwah, (2) Usaha dan Dakwah, (3)
Kesehatan dan Dakwah.
3. Ciri Khas ke-UMI-an
Salah satu diktum dalam Piagam berdirinya UMI, yang dirumuskan oleh
para pendirinya bahwa tujuan dasar pendirian UMI adalah untuk membentuk
tenaga ahli, terampil, berbudi luhur serta bertaqwa kepada Allah Swt, dan
berperannya UMI sebagai penegak cita-cita luhur syiar Islam. Jadi sejak awal
berdirinya UMI telah menjadi suatu tumpuan harapan para pendiri dan masyarakat
pada waktu itu bagaimana agar penerapan pendidikan dapat memberikan
3 Universitas Muslim Indonesia, “Visi Misi Yayasan Wakaf UMI”, Situs Resmi UMI.
http://www.umi.ac.id/tentang-universitas-muslim-indonesia/visi-misi-universitas-muslim
indonesia/ (5 Oktober 2013).
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sumbangan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dinafasi oleh
nilai-nilai ke-Islaman. Ini tak lepas dari hakekat dan missi kesejarahan yang
secara monumental diletakkan dalam dokumen historis UMI, sebagai lembaga
pendidikan dan lembaga dakwah.
a. Program Kampus Islami
Program ini dicanangkan pada tahun 1985 dengan harapan agar UMI tidak
hanya mampu melaksanakan misi Tridarma Perguruan Tinggi yang berwawasan
duniawi, melainkan juga mampu mengembangkan segi pendidikan yang
berwawasan ukhrawi, yang dilandaskan atas kesadaran diri setiap insan yang
melibatkan diri di dalamnya sebagai mahluk ciptaan Allah Swt. Oleh karena itu,
dengan program ini diharapkan seluruh sivitas akademika UMI dapat mencapai
paripurna penghambaan dirinya kepada Sang Pencipta Allah Swt.
Program kampus Islami merupakan suatu program yang berwatak
remedial, yang meskipun tidak akan sama dengan peran yang diemban oleh
perguruan tinggi agama, tetapi setidaknya semangat keagamaan tersebut tetap
menjadi ciri khas ke-UMI-an. Kedengarannya sangat ideal karena luaran yang
dicita-citakan UMI adalah manusia yang memiliki kualitas ulil albab atau
intektual muslim, sebuah istilah yang diungkap dalam Al-quran yang diberikan
kepada cendekiawan yang terampil dan ahli sesuai dengan displin ilmunya, dan
tidak melupakan berzikir dan bersujud kepada Allah Swt. Kualitas ini pulalah
yang dimaksud sebagai manusia seutuhnya, yang di dambakan oleh bangsa
Indonesia.
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Pokok-pokok Program Kampus Islami, meliputi :4
1. Bidang Akademik dan Pengajaran yaitu melakukan islamisasi ilmu
pengetahuan, dengan jalan memberikan corak dan warna keislaman
terhadap seluruh disiplin ilmu yang akan diberikan kepada mahasiswa,
menetapkan kurikulum dan metode penyajiannya, khususnya
pendidikan agama Islam, melakukan pemberantasan buta baca aksara
Al-Qur’an bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UMI.
2. Bidang Penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap masalah pokok
yang dihadapi umat Islam.
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat yaitu melakukan pengabdian
pada masyarakat menurut prioritas pembinaan dan diprogramkan
secara bertahap.
Tiga bidang ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membangun
kualitas umat muslim khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan  agar pandai
dalam mengahadapi globalisasi dan membentuk karakter diri yang pandai
bersosialisasi dengan masyarakat.
4. Bidang Personil yaitu meliputi unsur pimpinan, karyawan yang
diarahkan kepada Islamisasi kondisi kerja masing-masing unit.
5. Bidang Kemahasiswaan yaitu pembinaan iman, ilmu, keterampilan dan
moral mahasiswa (termasuk berbusana), yang diarahkan pada
pemberian motivasi, agar mahasiswa memiliki semangat, ideadisme,
patriotisme serta loyalitas yang tinggi terhadap agama, bangsa dan
negara, teristimewa terhadap almamaternya.
6. Bidang Pendidikan dan Latihan yaitu sebagai upaya menyediakan
tenaga pelaksana untuk berbagai program, baik dikalangan dosen
maupun mahasiswa.
7. Pembinaan Syiar dan Ruhul Islam yaitu pendayagunaan kampus,
memakmurkan masjid dan kegiatan hari-hari besar Islam serta kegiatan
lainnya.
Bidang ini khusus mengelola bagian internal Universitas Muslim Indonesia
agar lebih professional dan terstruktur. Bidang-bidang inilah yang mengawasi
segala prosedur dan kegiatan-kegiatan yang akan dilajalankan. Kegiatan-kegiatan
4 Universitas Muslim Indonesia. Ciri Khas ke-UMI-an. Situs Resmi UMI.
http://www.umi.ac.id/tentang-universitas-muslim-indonesia/ciri-khas-universitas-muslim-
indonesia/ (5 Oktober 2013).
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yang dijalankan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Islam dan tujuan para
pimpinan Yayasan Wakaf UMI
8. Membina masyarakat/umat Islam dalam bidang mental spiritual dan
ukhuwah islamiyah.
9. Aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dalam upaya
peningkatan dan perbaikan kesejahteraan dan keterampilan dalam
berbagai bidang.
10. Implementasi dari pelaksanaan Program Kampus Islami harus di
maksimalkan oleh semua elemen kampus yang ada di dalamnya, mulai
dari unsur pimpinan sampai bawahan termasuk mahasiswa,semuanya
harus dapat memposisikan diri dan menyadari bahwa keberadaannya di
UMI selain sebagai pelaksana amanah, juga sebagai bagian dari
aktifitas dakwah. Tekad ini terus digelorakan untuk mensosialisasikan
program tersebut untuk semua lini kehidupan kampus.
Selain bagian internal, kampus Universitas Muslim Indonesia juga aktif
dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat khususnya
dalam bidang mental spiritual dan ukhuwah islamiyah,sebagai upaya dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. karena ini termasuk aktifitas dakwah yang
harus dijalankan Universitas Muslim Indonesia sebagaimana tercantum dalam visi
misnya.
b. Pesantren Kilat
Keberadaan Universitas Muslim Indonesia dengan ciri khasnya sebagai
lembaga pendidikan tinggi Islam, mengemban tugas dan tangungjawab yang lebih
luas dan lebih berat dari sekedar melahirkan sarjana, dengan berupaya
memberikan nilai plus kepada anak didiknya, melalui pengembangan aqidah dan
etika Islam (akhlak), sebagai pondasi dalam mengarungi masa depan.
Salah satu langkah kongkrit yang diterapkan di UMI dalam menyiapkan
insan yang siap berkompetisi di era globalisasi, yang berbasis kecerdasan
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intelektual dan kecerdasan emosional dan spiritual adalah Pesantren Kilat.
Kegiatan Pesantren Kilat ini dimulai pada tahun ajaran 1989/1990, yang
dikhususkan bagi mahasiswa baru. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa
mahasiswa yang masuk di UMI terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda,
sehingga dari awal perlu dibekali pemahaman keimanan seperti aqidah, ahklak
dan tauhid yang kemudian dilanjutkan dengan praktikum agama Islam (membaca
alquran dan praktek shalat). Dalam perkembangannya, kegiatan Pesantren Kilat
ini menjadi pengganti kegiatan OSPEK (Orientasi Pengenalan Kampus) dalam
penyambutan mahasiswa baru, sehingga kegiatan OSPEK dihapus/ditiadakan.5
c. Pencerahan Qalbu
Kegiatan Pencerahan Qalbu merupakan ciri khas UMI sebagai lembaga
pendidikan dan lembaga dakwah, yang dilaksanakan di Pesantren Mahasiswa
Darul Mukhlisin UMI, yang berlokasi di Desa Padanglampe Kab. Pangkep
sebagai Kampus IV UMI, kehadirannya tak lepas dari cita-cita luhur para pendiri
UMI, untuk membina dan mempertinggi derajat masyarakat lewat pendidikan dan
pembinaan keagamaan. Para pembina UMI sadar melihat fenomena yang
berkembang saat ini, dimana sistem pendidikan yang ada sekarang ini, yang lebih
menekankan pola treatment atau pembinaan pada pencerdasan otak dalam arti
pemberian knowledge dan skill semata, sementara pembinaan akhlaq dan
qalbunya terlupakan. Pada tahun ajaran 2000/2001 pesantren tersebut telah
difungsikan untuk membina mahasiswa UMI, yang dimulai dari mahasiswa baru,
5 Universitas Muslim Indonesia. Ciri Khas ke-UMI-an. Situs Resmi UMI.
http://www.umi.ac.id/tentang-universitas-muslim-indonesia/ciri-khas-universitas-muslim-
indonesia/ (5 Oktober 2013).
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karena disadari bahwa mahasiswa yang masuk di UMI berasal dari lembaga
pendidikan/sekolah yang berbeda-beda, dan dari tahun ke tahun menunjukkan
semakin rendahnya pemahaman/ pengetahuan dasar tentang Islam, serta makin
tipis kesadarannya tentang akhlaqul karimah.6
Dalam perkembangannya, bukan hanya mahasiswa baru yang
dipondokkan di Pesantren Darul Mukhlishin tetapi pimpinan, dosen, karyawan
dan pengurus lembaga kemehasiswaan dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI
juga ikut di bina. Pola pembinaan yang dilakukan di pesantren ini, ternyata
mendapat respon yang positif dari orang tua mahasiswa UMI, masyarakat dan
beberapa instansi pemerintah dan swasta. Terbukti beberapa instansi pemerintah
telah melakukan kerjasama dengan pesantren, seperti Kapolda Sul-Sel dan
Kopertis Wil. IX dan Universitas Gorontalo. Juga masyarakat umum yang
menitipkan anak-anaknya, khususnya pecandu narkoba (obat-obat terlarang).
4. Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI
a. Penerapan nilai-nilai Akhlaq sebagai Prinsip dasar dalam kegiatan Manajemen
yaitu :
 Amanah, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap
tugas dan kewajiban.
 Fathonah, mengerti, memahami dan menghayati segala hal menjadi
tugas  dan kewajiban .
6 Universitas Muslim Indonesia. Ciri Khas ke-UMI-an. Situs Resmi UMI.
http://www.umi.ac.id/tentang-universitas-muslim-indonesia/ciri-khas-universitas-muslim-
indonesia/ (5 Oktober 2013).
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 Tablig, mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
 Shiddiq, memilikikejujuran dan selalu melandasi ucapan dan
perbuatan berdasarkan ajaran Islam.
 Himayah, Senantiasa Mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada
disekitarnya.7
b. Susunan Pengurus Yayasan Wakaf UMI
Pembina :
Ketua : Prof. Dr. H. Mansyur Ramly
Sekretaris : H. Muhammad Serang, SE. M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Syihab
Pengurus :
Ketua : H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE., M.Si
Ketua Harian : Prof. H. M. Jobhaar, SE. M.Si, Ph.D
Sekretaris : Ir. H. Lambang Basri Said, MT., Ph.D
Ketua Bid. Pendidikan, Kerjasama & SDM
: Prof. Dr. H. Muh. Nasir Hamzah
Ketua Bid. Usaha. Sosial, Pesantren & Kampus Islami
: H. Rusjdin, SE., MM.
Pengawas :
Ketua : Prof. H. Murdifin Haming, SE., M.Si., Ph.D
7 Universitas Muslim Indonesia. “Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI”. Situs Resmi
UMI. http://www.umi.ac.id/model-manajemen-yayasan-wakaf-umi/ (5 Oktober 2013).
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Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH.
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Syihab
Nama-Nama Ketua Yayasan Wakaf UMI
1. Sutan Muh. Yusuf Samah (1953-1958)
2. Andi Pangerang Pettarani (!958-1971)
3. Letkol. Muh. Daeng Patompo (1971-1980)
4. H. Fadeli Luran (1980-1992)
5. Drs. H. M. Jusuf Kalla (1992-1994)
6. Prof. Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah (1994-2004)
7. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly (2004-2005)
8. H. M. Moktar Noer Jaya, SE, M,Si (2005-Sekarang)
Lebih detail melihat manajemen Yayasan Wakaf UMI Makassar maka
perlu melihat struktur organisasi Yayasan Wakaf UMI Makassar adalah sebagai
berikut: Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI
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c. Penggalangan dan Pendayagunaan Harta Wakaf Pra UU. No 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
1. Penggalangan Harta Wakaf.
 Menjadikan Pembayaran Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan (BPP) sebagai harta Wakaf.
 Mendorong Dermawan dan Mayarakat Muslim ber wakaf
melalui pembelian harta (baik harta tidak bergerak maupun
harta yang bergerak).
 Menyatakan kesanggupan sebagai Nazhir Dana Wakaf
Pemerintah.
2. Pendayagunaan Harta Wakaf.
 Pembangunan  dan pengadaan sarana dan prasarana
Pendidikan.
 Pengembangan sarana dan prasarana Rumah sakit.
 Pengembangan Badan Usaha Ekonomi Produktif berbasis
Syariah (sektor keuangan dan sektor riel).
5. Kebijakan Umum Tentang Wakaf
Harta kekayaan Yayasan Wakaf UMI adalah harta wakaf yang meliputi
seluruh harta tetap dan harta bergerak, baik yang bersifat material maupun
inmaterial di lingkungan Yayasan Wakaf UMI. Harta kekayan tersebut digunakan
dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi institusi-institusi
pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Wakaf UMI, baik secara
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langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber-sumber penerimaan wakaf
berasal dari:
a. Wakaf, Infaq, Shadaqah, Zakat.
b. Sumbangan pengembangan sarana akademik (SPSA)
c. Dana pengembangan fakultas (DPF)
d. Hasil usaha-usaha mikro kecil.
Dalam hal pengelolaan harta kekayaan yang ada di lingkungan Yayasan
Wakaf UMI, harta yang sudah diterima dibedakan menjadi dua, yaitu harta yang
murni untuk wakaf yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan di wariskan, dan harta
yang diterima yang akan digunakan untuk operasional Yayasan Wakaf UMI.
Harta tersebut ada yang khusus dibeli dan ada juga yang pemberian atau wakaf.
6. Manajemen Wakaf Produktif
Wakaf yang disyariatkan dalam Islam memiliki dua dimensi manfaat,
pertama dimensi religi, yaitu wakaf merupakan suatu amal jariyah yang menjadi
anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan, amalan ini disebut amal
jariyah, karena ada konsekuensi bahwa harta tersebut harus dikelola secara baik
dan manfaatnya dapat diambil selamanya. Dimensi kedua adalah dimensi sosial
ekonomi, yaitu kegiatan wakaf melalui uluran para dermawan telah mengantarkan
masyarakat pada taraf kehidupan yang lebih maju, yaitu dengan pemanfaatan ini
akan menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya.
Wakaf Produktif adalah wakaf yang dikelola secara professional dan
dikembangkan sesuai peruntukannya yang telah ditentukan oleh wakif, dari
pengelola itu diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi
50
kesejahteraan umat. Seiring dengan berkembangnya zaman, Yayasan Wakaf UMI
telah mengembangkan suatu cara dalam hal penggalangan dana untuk wakaf,
yaitu Yayasan Wakaf UMI mewajibkan bagi para mahasiswa baru, untuk
membayar dana SPSA dan DPF yang dimobilisasi untuk amal jarayah, yaitu
wakaf tunai, dengan peruntukannya yang lebih spesifik. Adapun spesifikasi
tersebut digunakan untuk pengembangan pendidikan yaitu, biaya perasional
fakultas, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana dan
prasarana serta tunjangan beasiswa.
7. Program Yayasan Wakaf UMI
a. Pendidikan dan Dakwah
Aktifitas utama dan pertama yayasan ini, adalah mendirikan perguruan
tinggi Islam, yang bernama Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 23 Juni
1954 bertepatan dengan 22 Syawwal 1373 H. Di Makassar
UMI menawarkan dua jalur pendidikan, yaitu:
1. Pendidikan akademik (S-1, S-2, dan S-3)
 Program S-1 membina 12 Fakultas: (Agama Islam, Ekonomi,
Teknik, Hukum, Sastra, Perikanan dan Kelautan, Pertanian,
Tekonologi Industri, Kedokteran, Ilmu Komputer, Kesehatan
Masyarat dan Farmasi) dengan 29 jurusan dan 59 program studi
 Program Pascasarjana (S-2) membina 4 program Studi:
(Manajemen, Pengkajian Islam, Ilmu Hukum dan Akuntansi)
 Program Doktor (S-3) membina 2 program studi:
Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum
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2. Pendidikan Profesional (Diploma)
 Program ini membina 4 program studi yaitu: ABA, PGTK,
PGSD dan Akta Mengajar IV.
3. Lembaga Pendidikan Menengah
 Lembaga Pendidikan Persiapan (LPP) sejah Tahun 1973, yang
membina SMP, SMA dan SMK.
 Yayasan ini juga membinan Pesantren Umum yang berlokasi di
luar Kota Makassar, Yaitu: Pesantren Wihdatul Ulum, Mizatul
Ulum, dan Darul Mukhlisin.
b. Usaha dan Dakwah
Unit-unit usaha Yayasan Wakaf UMI mulai dirintis pada tahun 1994,
kehadiran unit usaha ini  diharapkan dapat membantu yayasan dalam pembiayaan
di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan
umat.Unit-unit usaha yang dibina oleh Yayasan Wakaf UMI adalah:
 Baitul Mall Wattamwil (BMT) Ukhuwah, sebagai lembaga
keuangan non formal.
 PT. Ukhwah UMI Teknik, yang bergerak di bidang Kontraktor
dan Real Estate.
 PT. Ukhuwah UMI Bisnis yang bergerak pada sektor
perdagangan umum.
 PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, bergerak di bidang percetakan
dan penerbitan
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 PT. Ukhuwah UMI Imdustri, yang bergerak di bidang air
minum kemasan dengan merek “Ukhuwah”.
c. Kesehatan dan Dakwah
Yayasan Wakaf UMI juga bergerak di bidang kesehatan dan dakwah,
dengan dibukanya Rumah Sakit “Ibnu Sina” yang sebelumnya bernama Rumah
Sakit “45”. Peralihan rumah sakit ini dilakukan pada tanggal 16 Juni 2003, dan
peresmian pengoperasiannya pada tanggal 17 Mei 2004.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit “Ibnu
Sina” mempunyai fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan berbagai jenis
pelayanan media, juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi profesional
kesehatan dari berbagai jenjang pendidikan bidang kesehatan.
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian
1. Penghimpunan Dana Wakaf Tunai
Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI sebenarnya
sudah ada sejak tahun 1984 dan masih dalam ruang lingkup internal Yayasan
Wakaf UMI yang bersumber dari mahasiswa lalu dimobilisasi sehingga
mengalihkan sebagian infaq dan dana sosial keagamaan lainnya menjadi
Shadaqah Jariah berupa Wakaf Tunai. Wakaf tunai tersebut diluar dari tunjangan
SPP yang harus dibayar oleh Mahasiswa. Jadi, selain wakaf benda tidak bergerak
seperti tanah, bangunan dan lain-lain, Yayasan Wakaf UMI juga menerima wakaf
benda bergerak seperti uang.
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Penghimpunan dana tersebut ditempuh melalui 2 jalur :
a. Sumbangan pengembangan sarana akademik (SPSA)
b. Dana pengembangan fakultas (DPF)
Berdasrkan SK Rektor Universitas Muslim Indonesia, dana SPSA dan
DPF diambil dari mahasiswa baru yang dihitung bersamaan dengan SPP
mahasiswa, dimana dana tersebut bervariasi jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan fakultas masing-masing.
Menurut Lambang:
Dalam penghimpunan dana wakaf tunai selain diambil dari mahasiswa ada
juga dana yang diambil dari usaha-usaha yang dikelola oleh yayasan
seperti  PT. Ukhuwah UMI Industri, yang mengelola air  minum mineral,
terletak di Jalan lanraki.8
Tabel 4.1
Jumlah Penerimaan Wakaf Tunai dari Mahasiswa Baru
Yayasan Wakaf UMI Tahun 2013
Sumber: Yayasan Wakaf UMI, 2013
8 Lambang Basri Said, Sekretaris Bagian Pengurus Yayasan Wakaf UMI, wawancara,
tanggal 10 Oktober 2013.
JUMLAH
MABA SPSA DPF
1. AGAMA ISLAM 103 150.000,00Rp 200.000,00Rp 36.050.000,00Rp
2. EKONOMI 774 500.000,00Rp 1.500.000,00Rp 1.548.000.000,00Rp
3. TEKNIK 345 500.000,00Rp 1.500.000,00Rp 690.000.000,00Rp
4. HUKUM 665 500.000,00Rp 225.000,00Rp 1.828.750.000,00Rp
5. SASTRA 160 250.000,00Rp 500.000,00Rp 120.000.000,00Rp
6. PERIKANAN 34 150.000,00Rp 500.000,00Rp 22.100.000,00Rp
7. PERTANIAN 102 150.000,00Rp 500.000,00Rp 66.300.000,00Rp
8. TEKNOLOGI INDUSTRI 296 500.000,00Rp 500.000,00Rp 296.000.000,00Rp
9. KEDOKTERAN 222 15.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 6.660.000.000,00Rp
10. ILMU KOMPUTER 209 500.000,00Rp 1.200.000,00Rp 355.300.000,00Rp
11. KESMAS 491 550.000,00Rp 2.000.000,00Rp 1.252.050.000,00Rp
12. FARMASI 385 2.000.000,00Rp 1.150.000,00Rp 1.212.750.000,00Rp
JUMLAH 3786 20.750.000,00Rp 24.775.000,00Rp 172.357.650.000,00Rp
No FAKULTAS WAKAF TUNAI JUMLAH WAKAF TUNAI
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Dari data diatas maka penerimaan dana wakaf tunai dari masing-masing
fakultas akan dikelola menjadi satu oleh bagian Administrasi Yayasan Wakaf
UMI dan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulselbar
Syariah. Wakaf tunai tersebut disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan
(wadi’ah). Kemudian diperuntukkan untuk pengembangan sarana dan prasarana
akademik yang merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa
di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan. Jumlah dana
yang akan dicairkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan fakultas masing-
masing.
2. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai
Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe Nazhir di
Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisoinal. Harta wakaf masih dikelola secara
tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni
yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan
pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan.
Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Pada periode ini pola
pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional,
namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan
pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan
manajerial nazhir masih terbatas.
Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu
memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola
secara profesional dan mandiri. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek:
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manajemen, SDM keNazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk badan wakaf yang
tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga
lainnya dukungan political will pemerintah secara penuh, seperti lahirnya
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir, pengelolaan
wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI  termasuk harta wakaf yang dikelola secara
semi profesional. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai nazhir masih mengelola
harta wakafnya secara tradisonal yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan.
Menurut Amiruddin :
Pengelola/Nazhir Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
dijelaskan didalam pasalnya bahwa nazhir/pengelola wakaf diberi hak
untuk menerima 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf. Itulah yang
diterima untuk kesejahteraan karyawan dan mahasiswa binaan Universitas
Musim Indonesia yang dibebaskan dari pembayaran.9
Kesejahteraan pengelola wakaf atau nazhir yang terdiri dari karyawan
Yayasan Wakaf UMI akan terjamin, karena menerima 10% dari hasil pengelolaan
harta wakaf tersebut.
Menurut Mida:
Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI sangatlah baik dan
pemanfaatannya sendiri dapat dirasakan oleh segenap mahasiswa di
Universitas Muslim Indonesia. Ini dapat dilihat dengan dibangunnya
beberapa gedung baru yang sedang dalam proses pembangunan. Sehingga
wakaf tunai yang dikeluarkan oleh mahasiswa dapat menjadi amal jariyah
kelak.10
Meskipun demikian, para pengurus Yayasan Wakaf UMI sudah
memahami untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif dan
profesional sesuai dengan Undang-Undang tentang Wakaf Pasal 28 ayat 1. Oleh
9Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf UMI,
wawancara, tanggal 17 Februari 2014.
10Nur Hamidah, Mahasiswa Universita Muslim Indonesia Jurusan Akuntansi,
wawancara, tanggal 20 Juni 2014.
56
karena itu, Yayasan Wakaf UMI mengajukan Proposal Program Penghimpunan
dan Pengelolaan Wakaf Tunai, maka melaui Lembaga Amil Zakat Yayasan
Wakaf UMI (LAZ YW UMI) mendaftarkan diri sebagai Nazhir wakaf tunai di
Sulawesi Selatan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan telah terdaftar menjadi
nazhir di pada tanggal 23 Juni 2013.
Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) akan
mengelola dana wakaf tunainya dalam ruang lingkup internal dan external.
Rancangan restrukturisasi Organisasi Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI
(LAZ YW UMI) disamping menggambarkan komposisi organisasi pengelola ZIS
juga menggambarkan komposisi pengelolaan wakaf uang berdasarkan Peraturan
Badan Wakaf Indonesia No.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa uang seperti :
a. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta dana keagamaan
lainnya meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan
dan pelaporan
b. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang,
investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.
Adapun gambaran penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai yang
akan dilaksakan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI)
setelah ditunjuk sebagai Nazhir/Pengelola wakaf tunai di Sulawesi Selatan  oleh

















ARUS  PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF UANG OLEH YW UMI
KETERANGAN: Wakif eksternal dan internal menyetor ke LKS yang ditunjuk BWI melalui rekening
YW Umi sebagai Nazhir Wakaf Uang, kemudian mengallokasikan 20% untuk Pengeb.SDM, 30%










Dengan demikian maka bagan struktur Lembaga Amil Zakat Yayasan
Wakaf UMI (LAZ YW UMI) minimal menggambarkan konsep pengelolaan
ZISWU seperti diatas. Oleh karena LAZ merupakan perpanjangan tangan dari
Pengurus YW UMI baik sebagai lembaga Amil Zakat maupun sebagai nazhir
wakaf uang. Akan tetapi, Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW
UMI) belum dapat menjalankan dan merealisasikan program wakaf tunai ini
secara maksimal dikarenakan beberapa kendala.
3. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai
Dana wakaf tunai yang masuk dari berbagai sumber diterima oleh
bendahara yayasan (Bagian. Administrasi Keuangan) dan bekerjasama dengan
Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulselbar Syariah. Wakaf tunai tersebut
disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan (wadi’ah). Dana Wakaf Tunai
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yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke fakultas-fakultas Universitas
Muslim Indonesia untuk dimanfaatkan. Mekanisme penyusunan anggaran dibuat
oleh masing-masing fakultas-fakultas yang digunakan untuk biaya operasional
fakultas, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana dan
prasarana seperti lokasi (tanah) dan gedung serta tunjangan beasiswa.
Menurut Lambang :
Di Umi diterapkan prinsip zakat dalam artian 2,5% dari jumlah mahasiswa
yang diterima setiap tahun, itu dari mahasiswa yang kurang mampu secara
materiil dibebaskan dari SPP, bukan bebas tapi yayasan yang membantu
dari dana wakaf tunai. Misalnya, dari 1000 mahasiswa 2,5 %  berarti 25
orang, itu mahasiswa yang bebas SPP termasuk mahasiwa yang tahfidz
Alquran, bagi mahasiswa yang khusus tahfidz Alquran bukan hanya biaya
SPP tapi semua biaya hidup selama di asrama ditangggung oleh yayasan.
Dan bagi mahasiswa yang tidak termasuk hafidz hanya SPP saja.11
Setiap pengeluaran anggaran yang akan digunakan untuk biaya
operasional fakultas dan biaya lain-lain, harus diketahui terlebih dahulu oleh
Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI untuk memberikan
pertimbangan/persetujuan dalam mencairkan Dana SPSA dan DPS. Kemudian
disahkan oleh Ketua Pembina dan Pengawas Yaysan Wakaf UMI. Dengan
demikian Pimpinan Yayasan Wakaf UMI dapat mengontrol dan mengawasi secara
langsung keadaan keuangan yayasan secara menyeluruh.
C. Interpretasi Kesesuaian Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI
dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
Berdasarkan pengamatan, seperti yang terlihat dalam sistem pengelolaan
wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI, bahwa sebagai bentuk atau bagian dana
jaminan sosial, wakaf tunai yang merupakan bentuk dari wakaf benda bergerak
11 Lambang Basri Said, Sekretaris Bagian Pengurus Yayasan Wakaf UMI, wawancara,
tanggal 10 Oktober 2013.
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yang memiliki nilai serta manfaat untuk kesejahteraan ekonomi, memiliki andil
dalam siklus perekonomian. Wakaf tunai yang berbentuk surat-surat berharga dan
telah diperbolehkan oleh MUI, dan memiliki fleksibilitas baik untuk yang
berwakaf maupun dalam distribusi pemanfaatannya, apalagi diperkuat oleh
ketetapan–ketetapan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, telah memiliki
kekuatan untuk diaplikasikan dalam masyarakat, dengan syarat wakaf uang hanya
boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
Menurut Amiruddin :
Sebenarnya Yayasan Wakaf UMI sudah mengelola wakaf tunai sejak
Tahun 1984 yang dananya diambil dari mahasiswa, akan tetapi baru ada
ketetapan Undang-Undang tentang wakaf tunai Tahun 2004, dalam Pasal
28, 29, 30, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006.12
Wakaf tunai sebagai bentuk baru untuk melakukan investasi pada dimensi
sosial ekonomi, dibentuk atas asas bagi untung (mudharabah), sehingga hasil
yang diperoleh dapat digunakan dan diamalkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika
merujuk pada ketetapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat
diambil penjelasan bahwa mekanisme penerimaan wakaf tunai yang dilakukan di
Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum
sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tesebut dikarenakan adanya beberapa
kendala.
Beberapa kendalanya yaitu akibat adanya peralihan jabatan serta
kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk melanjutkan kepengurusan.
Kevakuman pengurus internal Yayasan Wakaf UMI disebabkan karena selama ini
12Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf UMI,
wawancara, tanggal 17 Februari 2014
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pengurus kurang menggeluti ilmunya, sehingga hanya sedikit yang mengikut
perkembangan tentang wakaf tunai. Dengan demikian, realisasi pengelolaan dana
wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum maksimal, serta belum menyentuh
aspek-aspek dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif, dan hanya sebatas
diperuntukkan untuk pendidikan dan pelayanan sosial.
Menurut Rusjdin :
Salah satu kendala organisasi yang memiliki ciri khas seperti UMI ini,
yaitu kurangnya kader. Kaderisasi yang dibutuhkan yaitu orang yang
mengerti  ilmu ekonomi, dan juga mengetahui hukum Islam paling tidak
muamalah, sedangkan di UMI ini tidak semua pengurus mau menekuni
kedua bidang tersebut. Karna banyak pengurus yang tidak begitu peduli
dengan muamalahnya.13
Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan
Lembaga Keuangan Syari’ah yaitu Bank Sulselbar Syariah. Wakaf tunai yang
diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (wadi’ah).
Dukungan penerapan wakaf juga telah dijelaskan melalui fatwa MUI, yang
dinyatakan wakaf tunai dengan hukumya jawaz (boleh), di samping wakaf
tersebut disalurkan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam dengan
tetap menjamin kelestarian nilai pokok dana wakaf. Sumber penerimaan harta
benda wakaf tunai Yayasan Wakaf UMI berasal dari wakaf, infaq, shadaqah, SPP
mahasiswa, sumbangan dan lain-lain yang halal dan tidak mengikat. Akan tetapi
keterbatasan ataupun wacana wakaf tunai sebagai bentuk baru dalam manajemen
wakaf masih membutuhkan sumber daya yang profesional dan handal, apalagi
keberadaan ataupun munculnya lembaga keuangan syariah yang masih dini,
13 Rusjdin, Direktur LAZ YW UMI dan Ketua Bidang Usaha, Sosial, Pesantren &
Kampus Islami, wawancara, tanggal 30 Desember 2013.
61
sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk mensosialisasikan
wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI.
Secara tidak langsung, Yayasan Wakaf UMI secara perlahan juga telah
membangun sistem yang berhubungan wakaf tunai, dimana dikelola khusus oleh
Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI). Keberadaan
Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI) sebagai
perpanjangan lembaga yang dimanati oleh Yayasan Wakaf UMI akan mengelola
wakaf tunai dalam ruang lingkup internal dan external agar lebih produktif dan
profesional. Namun belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala.
Diantaranya:
1. Pelaksanaan kegiatan operasional, tidak berjalan sepenuhnya,
dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada struktur organisasi
umumnya dosen dan tenaga administrasi pada Yayasan dan
Universitas Muslim Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya
lebih dominan pada tugas pokoknya ketimbang melaksanakan tugas di
Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI).
2. Wakaf tunai menrupakan produk baru, sehingga masih sulit
meyakinkan masyarakat agar mau berwakaf melalui wakaf tunai dan
mempercayakan Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ
YW UMI) sebagai nazhir
Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, mempunyai dampak khusus
bagi Yayasan Wakaf UMI untuk lebih professional dan lebih gencar dalam
sosialisasi produk wakaf yang diterima serta dalam penyalurannya. Profesionalitas
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manajemen lembaga sangat dituntut untuk lebih memahami entitas dari lembaga
keuangan syariah sebagai partner dalam fungsinya dalam wakaf tunai. Apalagi
wakaf tunai ini melalui lembaga keuangan syariah sehingga lebih memberikan
jaminan keamanan bagi donatur untuk mewakafkan harta atau uang miliknya
semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial serta untuk memajukan
kesejahteraan umum dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dalam
wakaf.
Sementara pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum
berjalan maksimal, dikarenakan kevakuman internal organisasi tersebut, sehingga
berdampak kepada kevakuman dalam distribusi dana wakaf tunai tersebut.
Apalagi pengelolaan dana wakaf hanya menyentuk aspek sosial, ibadah dan
pendidikan, padahal penting dalam distribusi manfaat dana wakaf tunai pada
aspek kegiatan ekonomi atau investasi, seperti investasi jangka pendek dalam
bentuk mikro yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit
mikro, kemudian pada jenis investasi jangka menengah, yaitu bentuk industri atau
usaha kecil, dan investasi jangka panjang, dalam bentuk manufaktur atau industri
besar lainnya, seperti yang dijelaskan dalam pedoman pengelolaan dan
pengembangan wakaf yang diuraikan oleh Departemen Agama.
Hal inilah yang kiranya perlu untuk selalu dilakukan evaluasi terhadap
sistem atau mekanisme, kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf, karena
bagaimanapun wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan
ekonomi. Apalagi munculnya ketetapan UU N0. 41 Tahun 2004 ini akan
memperluas lagi instrumen dalam lembaga keuangan syariah, yang disinyalir
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mampu bertahan dalam krisis ekonomi, serta mampu menggerakkan roda
perekonomian nasional serta memberikan kotribusi yang maksimal terhadap
kemajuan dan peradaban Islam.
Untuk itulah dibutuhkan sistem organisasi yang handal serta manajemen
yang profesional dalam pengelolaan seperti menginvestasikan wakaf tunai dalam
sebuah lembaga bisnis, dan laba dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai
proyek-proyek sosial yang kemudian Lembaga Keuangan Syariah akan  menerima
dana wakaf tersebut dan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai. Sebagaimana yang
tertulis dalam Peraturan Perundangan Perwakafan tentang wakaf benda bergerak
berupa uang. Fungsi kepemimpinan juga memiliki andil dalam pengambilan
kebijakan dalam manajemen wakaf, karena alur pendistribusian segala jenis wakaf





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya,
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:
1. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI termasuk harta wakaf
yang dikelola secara semi profesional. Pihak Yayasan Wakaf UMI sebagai
nazhir masih mengelola harta wakafnya secara tradisonal yakni untuk
pengembangan lembaga pendidikan. Beberapa problematika yang menjadi
kendala yaitu pengelolaan wakaf tunai belum dapat direalisasikan secara
makasimal karena kevakuman internal organisasi, akibat adanya peralihan
jabatan serta kurangnya kader-kader yang dipercayakan untuk
melanjutkan kepengurusan. Sehingga pengelolaannya masih sebatas
diperuntukkan dalam ruang lingkup internal Yayasan Wakaf UMI
2. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah
sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah
diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu
pada Undang-Undang tesebut dikarenakan adanya beberapa kendala.
Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan
Lembaga Keuangan Syari’ah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam
bentuk rekening titipan (wadi’ah).
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka sebagai bagian akhir dari
tulisan ini peneliti memberikan saran, antara lain:
1. Yayasan Wakaf UMI hendaknya meningkatkan pengelolaan harta
wakafnya, baik wakaf berupa benda bergerak ataupun benda tidak
bergerak, karena wakaf memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan dan
amanah yang menurut agama memiliki fungsi moral yang sangat
bermanfaat.
2. Yayasan Wakaf UMI hendaknya menyusunan kepengurusan organisasi
yang khusus mengurus wakaf tunai, sehingga lebih menyentuh ke aspek
external yang selanjutnya melakukan langkah-langkah menuju
produktivitas organisasi untuk meninggalkan kevakuman yang terjadi
selama ini. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di Yayasan
Wakaf UMI hendaknya dilakukan secara profesional dan produktif dengan
mengacu pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam merealisasikan
fungsi wakaf secara utuh di tengah-tengah masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami waadillatuhu. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. Al-Lu’lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih
Bukhari Muslim. Solo: Insan Kamil, 2012.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,
dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2008.
Chaundry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar
(Fundamental of Islamic Economic System). Jakarta: Kencana, 2012.
Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 2010.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta:
Dirjen Bimas Islam, 2006.
Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Dirjen
Bimas Islam, 2006.
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
2006.
Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: Dirjen
Bimas Islam, 2006.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Peraturan Perundangan
Perwakafan. Jakarta: DEPAG RI, 2006.
Tanya Jawab Wakaf Uang. Jakarta: DEPAG RI, 2011.
Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah
Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi
Press, 2006.
Cahyo, Eko Nur. “Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan
Perekonomian Umat.”  Ijtihad, no. 2 (Muharram-Rabiu tsani
1434/2012), 51-71.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani,
2002.
Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Hasan, Hasbi. Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia
Islam Kontemporer. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
K. Lubis, Suharawadi, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta : Sinar
Garfika, 2010.
Khosiyi’ah, Siah. Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan
Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Latief, Hilman. Melayani Umat Filontropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan
Kaum Modernis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI,
2010
Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan
Islam. Jakarta: Ciber-PSTTI-UI.
Mardani. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002.
Muhammad, Abu As-Su’ud. Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud. Beirut: Dar Ibn-
Hazm, 1997.
Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap
Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern
Darussalam Gontor. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
2007.
Pusat Pengkajian dan Pengmebangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia.
Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Sari, Elsa Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo,
2007.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.









1. Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf UMI?
2. Apakah visi dan misi Yayasan Wakaf UMI?
3. Apa saja program-program yang ada di Yayasan Wakaf UMI?
4. Kapan program wakaf tunai ini mulai dijalankan?
5. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf
UMI?
6. Siapa yang bertugas menghimpun dana dari para wakif?
7. Jumlah dana, donator, dan tahun memperoleh dana wakaf tunai?
8. Siapa saja yang menjadi donator/wakif saat ini di Yayasan Wakaf UMI?
9. Bagaimana mekanisme dalam penyaluran dana wakaf tunai di Yayasan
Wakaf UMI?
10. Siapa yang bertugas menyalurkan dana wakaf tunai ini?
11. Apakah dana wakaf tunai diberdayakan untuk kegiatan produktif?
12. Apa saja problematika dan langkah-langkah yang ditempuh Yayasan
Wakaf UMI dalam penyaluran dana wakaf tunai ini?
13. Bagaimana bentuk pelaporan dari yayasan yang mendayagunakan dana
wakaf tunai pada Yayasan Wakaf UMI?
14. Bagaimana respon/kepedulian masyarakat terhadap pengembangan wakaf
tunai Yayasan Wakaf UMI?
15. Apa saja problematika dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Yayasan
Wakaf UMI dalam pendayagunaan dana wakaf tunai ini?
16. Apa hasil yang ingin dicapai dari pendayagunaan dana wakaf tunai ini?
17. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf
UMI?
18. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf UMI?
19. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Yayasan Wakaf UMI jika dalam
penghimpunan dananya tidak mencapai target yang seharusnya?
20. Seperti apa bentuk pengawasan yang ada di Yayasan Wakaf UMI?
Foto wawancara dengan Bapak Bapak H. Abdul Halim, selaku Kepala Pusat
Administrasi Umum
Foto wawancara dengan Bapak H. Amiruddin Barinong, SH, selaku Kepala Pusat
Administrasi Aset Yayasan Wakaf UM
Kampus I UMI yang beralamat di Jl. Kakatua No. 27 Makassar, sebagai Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Kampus II UMI yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo km 05 Makassar dengan luas 30
ha. Kampus ini merupakan kampus terpadu dan menjadi pusat perkuliahan untuk semua
fakultas.
Kampus Pascasarjana UMI yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 225 Makassar yang
khusus diperuntukkan sebagai tempat kuliah Program Pascasarjana.
Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin UMI, yang berlokasi di Desa Padanglampe
Kab. Pangkep sebagai Kampus IV UMI
Asrama mahasiswa Tahfidz UMI untuk putra berlokasi berlokasi di Lanraki
Kelurahan Daya Makassar, sedang untuk putri asramanya berlokasi di Jl.
Pampang belakang kampus II UMI.
Daftar Tanah Wakaf UMI
1. Kampus I terletak di Jalan Kakatua No. 27 Makassar, sebagai unit usaha,
sekolah menengah, dan kedepannya akan didirikan juga Fakultas Kedokteran
Gigi.
2. Kampus II di Jalan Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar dengan luas 30 Ha yang
menjadi pusat perkuliahan, rektorat, kantor yayasan, dan tempat praktek di
laborarium.
3. Kampus III di Jalan Urip Sumoharjo No. 225 Makassar yang khusus
diperuntukkan sebagai tempat kuliah Program Pascasarjana (S-2).
4. Kampus IV di Jalan Perintis Kemerdekaan Lanraki Makassar sebagai asrama
mahasiswa UMI penghafal Alquran.
5. Kampus V di Jalan Pampang, belakang kampus II UMI sebagai Rumah Susun
Sewa Mahasiswa UMI.
6. Pesantren Wihdatul Ulum, Borisallo Kab. Gowa
7. Pesantren Mizatul Ulum, Sanrobone Kab. Takalar
8. Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin, Padanglampe Kab. Pangkep sejak


















Kampus IV Karuwisi Makassar (eks
Hotel)
Kampus pesantren Kab. Pangkep
Kampus Pesantren Wihdatul Ulum
Kab.Gowa.
Asrama Mahasiswa Tahfidz UMI Lanraki
Jumlah………………………………………
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